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Abstract 

 

Until now, it is unclear what the economic system adopted by Indonesian nation. Perhaps people say 

economic system Indonesia is a mix between the capitalist economic system and the Socialist-Liberal-

Command. Whatever the Indonesian economic system adopted, a clear until now the Indonesian economy 

increasingly lagging behind countries - countries ASEAN others who used it under Indonesia. Indonesia's 

economy is still not in favor of interest people. The little people are likely still not optimal in enjoy the fruits 

of national development, resulting in a gap that is very width between the rich and the poor. Since the State 

of Indonesia's independence, actually Bung Hatta launched a cooperative economic system for the 

Indonesian nation. Even This cooperative economic system has been set forth in the Constitution 'of 1945, 

in particular Article 33. But in reality, the government (nation) Indonesia never consistent with Article 33 

is in the running wheel the national economy. Perhaps this is what causes the economy Indonesia continues 

to face chronic problems such as those in on. If the economic system is fundamentally cooperative studied, 

actually cooperative has characteristics that are closely aligned with the situation and culture Indonesian 

nation. Therefore, it is not something that is not possible if the cooperative economic system serve as a 

solution to Indonesia's economic problems. The issue is whether the government and the Indonesian people 

can apply cooperative economic system This consequently and continue. 
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PENDAHULUAN 

Banyak orang tidak ingin lagi membicarakan perihal koperasi, apalagi mengangkatnya dalam 

mengatasi masalah perekonomian. Masyarakat hampir melupakan koperasi yang diangkat oleh salah 

seorang proklamator Indonesia yaitu Bapak Mohammad Hatta (Bung Hatta). Semenjak koperasi diangkat 

oleh Bung Hatta, bahkan dicantumkan dalam UUD’45 Pasal 33, sampai era reformasi,  koperasi tidak pernah 

digarap secara sungguh-sungguh oleh pemerintah maupun masyarakat atau bangsa Indonesia. 

Ketika kita bicara tentang ekonomi kerakyatan, kita tidak mungkin melupakan keberadaan koperasi. 

Koperasi harus tetap diperhitungkan. Mengapa demikian? Karena sampai saat ini, koperasi merupakan satu-

satunya bentuk badan usaha yang bisa menampung kegiatan ekonomi rakyat kecil. Rakyat kecil yang 
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cenderung miskin tidak mungkin tertampung dalam badan usaha seperti Firma, CV, apalagi PT. Selanjutnya 

marilah kita bicara tentang koperasi sebagai suatu sistem ekonomi. Namun sebelum kita bicara tentang 

koperasi, marilah kita tengok kembali permasalahan perekonomian nasional bangsa Indonesia. 

Sebelum kita bicara tentang permasalahan ekonomi nasional Indonesia, kiranya perlu kita ingat 

kembali masalah pokok, masalah dasar, dan masalah umum ekonomi yang dihadapi oleh setiap bangsa. 

Pada hakikatnya, masalah ekonomi bersumber dari adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia 

dan alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan terjadinya kelangkaan 

alat pemuas kebutuhan, dan pada akhirnya menyebabkan munculnya masalah ekonomi. 

Masalah ini kemudian dikenal dengan masalah pokok ekonomi. Kita juga mengenal tiga masalah 

dasar ekonomi yang dihadapi oleh setiap bangsa. Ke-tiga masalah dasar itu adalah ”what” (Komoditi/alat 

pemuas apa yang harus dihasilkan?): ”How” (Bagaimana komoditi/alat pemuas harus dihasilkan?): serta 

”For Whom” (Untuk siapa komoditi/alat pemuas dihasilkan?).3 Selain masalah pokok dan masalah dasar 

tersebut, kita juga mengenal masalah umum ekonomi yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Masalah 

umum ekonomi itu meliputi masalah pengangguran, rendahnya produktivitas tenaga kerja, inflasi, 

ketidakmerataan hasil pembangunan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketergantungan 

terhadap pihak luar negeri (untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia). 

1. Kemiskinan 

Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan Indonesia pada tahun 2008 masih berada 

pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 15,42. Angka ini memang lebih rendah dibanding dengan angka 

kemiskinan tahun sebelumnya. Namun demikian apabila jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008 

sekitar 240 juta jiwa, berarti masih ada sekitar 36 juta jiwa penduduk Indonesia yang hidup dalam 

kemiskinan. Jumlah penduduk miskin ini merupakan masalah yang cukup berat bagi pemerintah 

Indonesia. Pemerintah harus menyediakan subsidi (BLT) yang semakin besar, sementara kemampuan 

keuangan pemerintah (dari dalam negeri) juga tidak lebih baik. 

2. Ketidakmerataan pendapatan masyarakat 

Hasil pembangunan ekonomi nasional seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk 

Indonesia secara merata. Namun kenyataannya, kelompok penduduk menengah ke atas cenderung lebih 

banyak menikmati hasil pembangunan tersebut. Data tahun 2004 yang pada tahun 2008/2009 mungkin 

juga tidak mengalami perubahan secara signifikan, menunjukkan bahwa 40% penduduk Indonesia yang 

berpendapatan rendah menikmati hasil pembangunan (pembagian pendapatan) sebesar 20,8%; 40% 

penduduk Indonesia yang berpendapatan menengah menikmati hasil pembangunan (pembagian 
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pendapatan) sebesar 37,1%; dan 20% penduduk Indonesia yang berpendapatan tinggi menikmati hasil 

pembangunan (pembagian pendapatan) sebesar 42,1%.4 Indeks Gini pun menunjukkan angka yang 

cukup besar yaitu 0,376 pada tahun 2007. Hal ini berarti bahwa hasil pembangunan ekonomi dalam 

bentuk pendapatan nasional masih lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan 

menengah ke atas. Dengan kata lain masih terjadi ketidakmerataan pembagian pendapatan sebagai hasil 

pembangunan ekonomi nasional. 

3. Pengangguran 

Data BPS menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka pada tahun 2009 dibanding dengan 

tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan hingga menjadi 9%. Apabila jumlah penduduk Indonesia 

pada pertengahan 2009 naik menjadi sekitar 242,5 juta jiwa, ini berarti jumlah penganggur di Indonesia 

pada tahun 2009 menjadi sekitar 21,82 juta jiwa. Jumlah penganggur ini merupakan masalah yang berat 

bagi pemerintah Indonesia, karena kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja pada 

tahun 2009 masih jauh dari jumlah tersebut. 

4. Inflasi yang relatif masih cukup tinggi 

Data Moneter Bank Indonesia 2009 menunjukkan bahwa tingkat inflasi pada bulan Januari 

2009 adalah 9,17%. Tingkat inflasi ini lebih rendah dibanding tingkat inflasi pada bulan Desember 2008 

yaitu 11,06%. Namun demikian, tingkat inflasi itu masih harus ditekan lebih rendah lagi agar daya beli 

masyarakat bisa meningkat, sehingga kesejahteraannya juga meningkat. 

5. Ketergantungan terhadap luar negeri cukup tinggi 

Dalam aspek produksi tertentu, pemerintah Indonesia masih bergantung pada (diatur) luar 

negeri, misalnya dalam hal pengelolaan SDA (sumber daya alam). Hal ini mengakibatkan hasil yang 

diperoleh bangsa Indonesia dari pengelolaan SDA tersebut menjadi tidak optimal. Utang luar negeri 

pun semakin meningkat, (tahun 2009 mencapai Rp1.667 Triliun). Akibatnya lebih dari 30% APBN 

digunakan untuk membayar angsuran utang luar negeri. Jumlah angsuran sebesar itu tentu akan 

mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional, yang pada akhirnya akan mengurangi kesejahteraan 

rakyat. 

Solusi untuk memecahkan masalah perekonomian bangsa Indonesia tersebut sedikit banyak tentu 

dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia. Sebelum kita berbicara tentang sistem 

ekonomi yang dianut Indonesia, ada baiknya kita tengok kembali berbagai sistem ekonomi yang pernah ada 

di dunia. 
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Yogyakarta, hlm. 140 
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Samuelson dan Nordhaus5 menyebutkan tiga sistem ekonomi yang berpengaruh terhadap 

pemecahan masalah ekonomi. Ketiga sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi pasar (liberalis), 

sistem ekonomi terpimpin (sosialis), dan sistem ekonomi campuran. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis fokuskan permasalahan sebagai berikut: 

“Apakah sistem ekonomi koperasi dapat digunakan sebagai solusi bagi permasalahan perekonomian di 

Indonesia?” 

Dalam penelitian ini untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka tentu saja penelitian memiliki 

tujuan, yaitu: 

“Untuk mengetahui dan mengkaji sistem ekonomi koperasi sebagai solusi bagi permasalahan perekonomian 

di Indonesia”. 

 

METODE PENELITIAN 

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. 

1. Deskriptif; yaitu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. 

2. Kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh 

dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi 

kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data 

ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus 

untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum 

 

PEMBAHASAN 

1. Sistem Ekonomi 

a. Sistem Ekonomi Pasar (Liberalis) 

Di Amerika Serikat dan negara-negara barat pada umumnya, persoalan ekonomi 

diselesaikan melalui pasar. Oleh karena itu sistem ekonomi mereka disebut sistem ekonomi pasar. 

Adapun yang dimaksud sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana perusahaan 

individual dan swasta membuat keputusan mengenai what, how, dan for whom didasarkan pada 

pasar. Dengan kata lain, segala keputusan mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

masyarakat didasarkan pada pasar. Di sini pemerintah tidak ikut campur tangan dalam membuat 

keputusan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. 
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b. Sistem Ekonomi Terpimpin (Sosialis) 

Di Uni Sovyet (sebelum pecah) dan negara-negara Eropa Timur pada umumnya, keputusan 

yang terkait dengan what, how, dan for whom diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, sistem 

ekonomi mereka dikenal dengan sistem ekonomi terpimpin. Di dalam sistem ekonomi ini 

pemerintah mengatur seluruh keputusan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Di sini pemerintah 

menguasai seluruh sarana produksi, dan masyarakat tinggal melaksanakan keputusan pemerintah 

yang terkait dengan kegiatan ekonomi. 

c. Sistem Ekonomi Campuran 

Di dalam masyarakat kontemporer tidak ada yang melaksanakan 100% satu sistem ekonomi 

(ekonomi pasar atau ekonomi terpimpin). Semua masyarakat cenderung melaksanakan sistem 

ekonomi campuran. Di sini terjadi unsur-unsur pasar dan unsur-unsur terpimpin. Di Amerika 

Serikat sendiri saat ini, keputusan yang terkait dengan kegiatan ekonomi diserahkan pada pasar, 

sementara itu pemerintah berperan sebagai pengawas fungsi pasar. Ada pula negara yang sebagian 

besar keputusan ekonominya diatur oleh pemerintah, dan sebagian lagi diserahkan pada pasar. 

Dengan kata lain, saat ini ada negara-negara yang sistem ekonominya campuran, condong ke 

ekonomi pasar, dan ada pula negara-negara yang sistem ekonominya campuran, condong ke 

ekonomi terpimpin. 

Bagaimana dengan sistem ekonominya Indonesia? Indonesia termasuk negara yang 

menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi.6 Sistem 

demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur 

oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem 

demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 

negara, sedangkan produksi yang lainnya diserahkan pada pasar. Terhadap produksi yang lain ini 

pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja.  

Sistem demokrasi ekonomi yang merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD’45 secara jelas 

menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. 

Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. 

Secara eksplisit dalam penjelasan Pasal 33 UUD’45, Bung Hatta telah memasukkan koperasi 

sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Oleh 

karena itu, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional. Sebelum memasukkan bentuk 

                                                 
6 Dawam Raharjo, 1997, Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21, DEKOPIN, Jakarta, hlm. xii 
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ekonomi koperasi dalam Pasal 33 UUD’45, sebenarnya Bung Hatta bersama tiga tokoh ekonomi 

Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Hasil dari 

belajar itu setelah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, lahirlah suatu bentuk ekonomi 

koperasi. Oleh karena itulah bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam UUD’45 khususnya Pasal 

33. Dengan dimasukkannya bentuk ekonomi koperasi dalam UUD’45 ini diharapkan 

penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia berbasis pada ekonomi koperasi. 

Dalam kenyataannya, semenjak Indonesia merdeka dan pemerintah mulai memberlakukan 

UUD’45, pemerintah tidak memberlakukan Pasal 33 UUD’45 secara konsekuen. Barangkali inilah 

salah satu faktor penyebab mengapa perekonomian Indonesia sampai saat ini tertinggal dibanding 

dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Philipina, dan apalagi Singapura, 

padahal SDA Indonesia terkaya dibanding negara-negara ASEAN tersebut.  

Berdasarkan pengalaman yang lalu, apakah koperasi sebagai suatu sistem ekonomi dapat 

menjadi solusi terhadap permasalahan perekonomian Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini 

kiranya perlu kita pahami terlebih dahulu jiwa/ideologi dan nilai-nilai dasar koperasi Indonesia 

sebagai suatu sistem ekonomi. 

d. Sistem Ekonomi Koperasi 

Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi tentu memiliki jiwa/ideologi tertentu yang menjadi 

karakteristiknya. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, marilah kita tengok kembali 

konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar, serta 

prinsip-prinsip koperasi. 

1) Pengertian dan Nilai-Nilai Dasar Koperasi Indonesia 

Menurut UU Perkoperasian yang berlaku sampai saat ini, yaitu UU No. 25 Tahun 1992, 

”Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.7 Dalam pengertian koperasi 

tersebut terkandung nilai-nilai dasar koperasi, antara lain: 

a) Koperasi sebagai Badan Usaha 

Sebagai badan usaha, koperasi juga memberlakukan prinsip-prinsip yang berlaku 

pada badan usaha, seperti prinsip efisiensi dan mencari laba. Untuk mencapai laba, koperasi 

harus memiliki organisasi dan manajemen yang dikelola secara profesional dengan tetap 

memperhatikan prinsip-prinsip koperasi, serta tetap memperhatikan kepentingan 

                                                 
7 Sugiharsono, 2001, Koperasi Indonesia, Direktorat PSMP DEPDIKNAS, Jakarta, hlm. 9 
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anggotanya. Koperasi juga harus memiliki tempat usaha secara formal, dan strategis 

ditinjau dari segi bisnis. 

b) Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat 

Ekonomi rakyat berarti ekonomi yang berorientasi pada keterlibatan rakyat banyak, 

sehingga aktivitas ekonomi (produksi dan distribusi) harus sebesar-besarnya dilaksanakan 

oleh rakyat atau melibatkan rakyat banyak. Oleh karena itu, sebagai gerakan ekonomi 

rakyat, koperasi akan menjadi wadah aktivitas ekonomi rakyat yang ada di sekitarnya. 

Dalam hal ini koperasi diharapkan dapat membina dan mengembangkan aktivitas ekonomi 

rakyat, sehingga rakyat dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

c) Asas Kekeluargaan 

Pengelolaan koperasi harus berasas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung 

makna adanya prinsip kebersamaan (mutual help) dan kerja sama (group action). Prinsip 

kebersamaan mengandung makna bahwa kepemilikan bersama atas sumber produksi 

merupakan hal yang penting, dengan tetap memperhatikan unsur keadilan dalam bekerja-

sama. 

d) Prinsip Koperasi 

Dalam gerakan organisasi dan kiat usahanya, koperasi harus mendasarkan pada 

norma-norma tertentu yang disebut prinsip koperasi. Prinsip koperasi inilah yang akan 

memberikan warna dan arah gerakan badan usaha koperasi, sehingga usaha koperasi 

berbeda dengan badan usaha yang lain. Selanjutnya akan kita bahas lebih jauh tentang 

prinsip koperasi ini. 

2) Prinsip Koperasi 

Menurut pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992, prinsip koperasi Indonesia meliputi 5 aspek 

pokok ditambah 2 aspek prinsip pengembangan, sehingga prinsip koperasi meliputi 7 aspek, 

yaitu: 

a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka 

Prinsip sukarela mengandung makna bahwa untuk menjadi anggota koperasi harus 

didasari atas kesadaran tanpa adanya unsur paksaan. Sementara itu, prinsip terbuka 

mengandung makna bahwa setiap warga Indonesia berhak untuk menjadi anggota koperasi 

selama mereka memiliki kepentingan yang sama dan memenuhi persyaratan keanggotaan 

koperasi. Tidak dibenarkan keanggotaan koperasi didasarkan pada persamaan agama, 

politik, dan suku bangsa. 
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b) Pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis 

Prinsip ini mengandung makna bahwa pengelolaan koperasi harus didasarkan atas 

kehendak anggota, kemudian dilakukan oleh anggota, dan ditujukan untuk kepentingan 

(kesejahteraan) anggota. Pengejawantahan prinsip ini ditandai dengan adanya penentuan 

kebijakan umum oleh anggota melalui Rapat Anggota, kemudian kebijakan tersebut 

dilaksanakan oleh anggota melalui Pengurus, dan dikendalikan (diawasi) oleh anggota 

melalui Badan Pengawas. Setiap pelaksanaan kebjakan selalu ditujukan untuk peningkatan 

kesejahteraan anggota. 

c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-

masing anggota. Prinsip ini mengandung makna bahwa koperasi menjunjung tinggi asas 

keadilan. Anggota yang memiliki banyak jasa terhadap koperasi akan mendapatkan bagian 

SHU yang besar, atau sebaliknya. 

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

Prinsip ini mengandung makna bahwa koperasi tidak membenarkan adanya riba, 

sehingga terhadap modal (simpanan) anggota diberikan jasa yang terbatas sesuai 

kemampuan koperasi. 

e) Kemandirian 

Berdasarkan prinsip ini, koperasi harus mampu hidup mandiri, baik dalam hal 

permodalan, organisasi, manajemen, maupun SDMnya. Kelangsungan hidup koperasi 

harus tidak bergantung pada pihak-pihak lain. 

f) Pendidikan Perkoperasian 

Dengan prinsip ini koperasi harus melaksanakan kegiatan pendidikan untuk 

meningkatkan kemampuan SDMnya. Perlu disadari bahwa kemampuan SDM koperasi 

merupakan kunci sukses organisasi dan usaha koperasi. Oleh karena itulah pendidikan 

harus terus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan koperasi. 

g) Kerja sama antarkoperasi 

Prinsip ini dimaksudkan untuk memperkokoh kedudukan koperasi dalam 

menghadapi persaingan dunia usaha. Di samping dengan koperasi, kerja sama juga bisa 

dilaksanakan dengan pihak-pihak non koperasi. Hubungan kerja samanya yang dijalin 

harus merupakan hubungan mitra kerja yang sejajar/setara dan saling menguntungkan. 

Harus dihindari kerja sama dengan pihak lain yang menempatkan atau memposisikan 

koperasi menjadi ”sapi perahan” pihak lain tersebut. 
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Berdasarkan karakteristik koperasi seperti diuraikan di atas, kita dapat memperoleh gambaran 

tentang koperasi sebagai suatu sistem ekonomi. Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi dapat dikatakan 

merupakan salah satu sistem ekonomi campuran. Unsur sosialis tampak dominan dalam koperasi 

dengan dijunjung tingginya prinsip kebersamaan serta kesamaan hak dan kewajiban bagi anggota 

koperasi. Di samping itu, prinsip kekuasaan tertinggi di tangan anggota juga merupakan prinsip 

sentralisasi kekuasaan yang demokratis. Di sisi lain, unsur liberal juga tampak dalam koperasi dengan 

diakuinya prinsip keadilan (bagi anggota yang memiliki partisipasi/prestasi tinggi dalam koperasi akan 

memperoleh bagian pendapatan yang tinggi pula). Di samping itu, prinsip sukarela juga dapat diartikan 

sebagai suatu kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam koperasi. Dengan demikian sistem 

ekonomi koperasi merupakan suatu sistem ekonomi yang berbau sosialis dan liberalis, meski bau 

sosialisnya cenderung lebih dominan. 

 

2. Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian di Indonesia 

a. Koperasi dan Kemiskinan 

Makna yang terkandung dalam pengertian koperasi telah menjelaskan bahwa koperasi 

merupakan gerakan ekonomi rakyat. Dalam hal ini, koperasi akan menjadi wadah kegiatan ekonomi 

rakyat yang pada umumnya merupakan kelompok menengah ke bawah (miskin). Mereka ini pada 

umumnya tidak mungkin tertampung pada badan usaha lain seperti Firma, CV, maupun PT. Dengan 

wadah koperasi, mereka akan dapat mengembangkan kegiatan ekonominya, sehingga dapat 

meningkatkan pendapatannya. Hal ini tentu dengan catatan: koperasi tersebut harus memiliki 

kemampuan untuk membina dan mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Oleh karena itu 

koperasi harus benar-benar dikelola secara profesional agar mampu menjadi wadah kegiatan 

ekonomi rakyat yang kondusif. Apabila hal ini dapat dilaksanakan pada setiap wilayah kecamatan, 

niscaya kemiskinan rakyat di seluruh penjuru Indonesia secara bertahap akan dapat diperbaiki 

kehidupan ekonominya. 

b. Koperasi dan Ketidakmerataan Pendapatan 

Apabila manajemen koperasi dilaksanakan secara benar dan profesional, maka rakyat yang 

menjadi anggota koperasi akan meningkat taraf hidupnya sesuai dengan tujuan koperasi. Dalam 

peningkatan taraf hidup ini berarti terjadi peningkatan kemampuan ekonomi (pendapatan/daya beli) 

dan peningkatan kemampuan non ekonomi (misalnya: pendidikan dan sosial). Dengan peningkatan 

kemampuan pendidikan dan sosial, mereka tentu akan lebih mampu meningkatkan lagi kemampuan 

ekonominya. Dengan demikian kemampuan ekonomi (pendapatan) mereka akan bertambah 

semakin besar. Dengan pertambahan kemampuan ekonomi (pendapatan) tersebut diharapkan 
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ketidakmerataan pendapatan antara masyarakat kecil dengan masyarakat menengah ke atas akan 

semakin diperkecil. Hal ini berarti bahwa ketidakmerataan pendapatan akan diperkecil dengan 

adanya peningkatan pendapatan rakyat kecil yang dibina melalui koperasi. 

c. Koperasi dan Pengangguran 

Apabila koperasi dapat berkembang di setiap wilayah kecamatan di seluruh Indonesia, dan 

benar-benar mampu membina kegiatan ekonomi rakyat di sekitarnya, tentu koperasi akan dapat 

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Apalagi jika kegiatan ekonomi 

(produksi dan distribusi) anggotanya dapat berkembang dengan adanya pembinaan koperasi, 

niscaya kegiatan ekonomi anggota tersebut juga akan menciptakan lapangan kerja tersendiri. 

Dengan demikian melalui koperasi yang dikelola secara benar dan profesional diharapkan akan 

diikuti dengan penciptaan-penciptaan lapangan kerja, dan pada akhirnya akan mengurangi 

pengangguran. 

d. Koperasi dan Inflasi 

Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu penyebab terjadinya inflasi. Pada umumnya 

inflasi terjadi sebagai akibat adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran 

komoditi. Permintaan komoditi terus meningkat, sedangkan penawarannya tetap atau malah 

berkurang. Permintaan komiditi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. 

Sementara itu penawaran komoditi dipengaruhi oleh produksi yang diselenggarakan oleh 

masyarakat. Dalam keadaan inflasi penawaran komoditi harus terus ditingkatkan agar harga 

komoditi tidak menaik. Untuk meningkatkan penawaran komoditi diperlukan perluasan produksi. 

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang sangat potensial untuk melakukan perluasan 

produksi, karena jumlah koperasi yang sangat banyak dan variasi komoditinya pun sangat banyak. 

Apabila koperasi dikelola secara benar dan profesional, dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

koperasi (keadilan, kemandirian, pendidikan, dan kerja sama), maka tidak mustahil bahwa koperasi 

akan dapat mempercepat perluasan produksi. Dengan perluasan produksi yang dibantu oleh 

koperasi ini diharapkan penawaran komoditi akan terus meningkat, dan pada akhirnya akan dapat 

mengendalikan kenaikan harga komoditi (inflasi). 

e. Koperasi dan ketergantungan terhadap luar negeri 

Dalam kasus ini, tampaknya koperasi tidak mampu berbuat lebih banyak. Ketergantungan 

ekonomi terhadap luar negeri cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor politik luar negeri pemerintah 

kita. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan luar negeri, khususnya yang menyangkut 

utang luar negeri cenderung dipengaruhi oleh faktor kekurangmampuan pemerintah dalam 
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mengelola politik luar negeri. Oleh karena itu terhadap permasalahan ini, koperasi cenderung tidak 

mungkin diikutsertakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Namun demikian terhadap 

keempat permasalahan perekonomian nasional seperti dipaparkan di atas, koperasi masih bisa 

diharapkan untuk berperan-serta mengatasinya. 

 

SIMPULAN 

Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi memiliki karakteristik sosialis dan liberalis, di mana 

karakter sosialis cenderung lebih dominan. Karakter koperasi ini tampaknya tidak berbeda dengan karakter 

budaya bangsa Indonesia, karena koperasi pada dasarnya memang merupakan kristalisasi dari budaya 

sosial-ekonomi bangsa Indonesia. Dengan karakternya tersebut, koperasi memiliki keunggulan untuk 

menjadi solusi permasalahan perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, apabila sistem ekonomi 

koperasi diterapkan secara konsekuen dan berkelanjutan, permasalahan ekonomi yang sampai saat ini masih 

membelenggu bangsa Indonesia, secara perlahan-lahan akan dapat teratasi. 

Demikian sekelumit paparan tulisan yang mencoba mengaitkan koperasi dengan permasalahan 

ekonomi di Indonesia. Mudah-mudah tulisan ini dapat menjadikan wacana bagi kita semua untuk mengingat 

dan menengok kembali koperasi sebagai suatu kekuatan ekonomi yang berada di negeri ini. Kekuatan 

ekonomi yang diharapkan mampu memecahkan permasalahan ekonomi bangsa Indonesia. 
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